
,!

t

Menimbang

Mengingat

BT'PATI PURWORF^IO
PROVINSI JAUTA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORF^'O
NOMOR 93 TAEUN 201?

TENTANG

ANALISA STANDAR BEI,,ANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE"IO,

a. batrwa unhrk efisiensi biaya dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan ddam rangka pengendalian
anggaran dan memberikan pedoman dalam
pen)rusunan anggaran tatrunan yang berbasis
penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara
proporsional setiap kegiatan pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintatr I(abupaten Rrrworejo, mal<a
telah diterbitkan Peraturan Bupati Rrnnrorejo Nomor 47
Tahun 2OL6 tentang Analisis Standar Belanja;

b. batrwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
tingkat kebutuhan serta adanya penyesuaian indeks
analisa standar belanja, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada hurrf a sudah tidak
sesuai lagr, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan
Perahrran Bupati yang bam;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hunrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perahrran Bupati tentang Analisa Standar
Belaqia;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerah-daerah l(abupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terd<trir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Perubatran Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ot4 tentang Penerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
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Pasal I

Pdl1n Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah I(abupaten purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksan-aan ui[san
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Perangkat Pqgr"lr, yang selanjutnya disebut SKpD, adalah perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten purrrorejo sel-aku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

4. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah
stander yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja
atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
SKPD untuk sahr tahun anggaran.

5. Standar Bclanja adalah besaran belanja yang dietapkan berdasarkan
aktivitas ASB, komponen alrtivitas, rincian komponen, volume dan
unit kegiatan masing-masing SKPD.

Pasal 2

MEMI,.IUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
BELq,NJA.

TENTANG ANALISA STANDAR

(1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam
menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan
al*ivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan
rnit kegiatan daLam penyusunan rencara keda dan anggaran.

(2) Penerapa.n Standar Belanja berhrjuan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas anggaran bela4ia dalam perencianaan,
pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB,
komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan.

(3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rinciart
komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.

(4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi
akan teteFi tidak dapat dilalrukan penambahan.

(5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Dalam hal kegiatan pa.da suatu program yang akan dilaksanakan oleh
SKPD belum tercantum dalam ASB yang ditetapkan Peraturan Bupati
ini, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegatan kepada
Bupa.ti melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihihrng dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan
akuntabel,



(3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimat<sud pada ayat (1)
dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan
persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini muLai berlaku, Peraturan Bupati Pusrorejo
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja @erita Daerah
I(abupaten Puvorejo Tahun 2O16 Nomor 47 Seri E Nomo 4O), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rrrworejo.

Ditetapkan di Punorejo
pada tangggl z? Deeeober 2o't?

b PURWORE.IO, ,

AGUS

Bexnpreets DAERAH rf-- urerew PURwoRF^Io,

JL

Diundangkan di Purr*,orejo
pada tanggal 2? Deeaber 201.?

t- SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORUO
TAHUN2O1? NOMORS3 SERI B NOMORT3


